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ABSTRACT 

 

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to speed 

up the completion of land registration in Indonesia. Every year the implementation 

of PTSL experiences improvements according to the evaluation of the previous 

year's PTSL implementation as stated in the technical guidelines. PTSL 2023 

carries an integrated concept that not only aims to achieve the target of Certificate 

of Ownership Rights (SHAT), but also improves data quality. However, in the 

implementation of the integrated PTSL in 2023 there are obstacles related to the 

K4.2 land parcel, namely the K4 land parcel (KW4-KW6) which cannot be mapped 

on the registration map. 

If there is a K4.2 problem at the Blora Regency Land Office, analysis is 

needed which aims to: a) explore ways of identification output K4.2; b) examine 

the typology of K4.2 problems; and c) identify potential solutions that can be 

applied to overcome K4.2 problems. The method used in this research is a 

qualitative approach with a type of action research. The research was conducted 

in Jejeruk Village and Ngloram Village with research subjects including Jejeruk 

and Ngloram Village officials, as well as officials and implementers in the Survey 

and Mapping Section of the Blora Regency Land Office. 

The research results show that identification of K4.2 begins with improving 

data quality, if it cannot be mapped then a list of nominative K4.2 is created. The 

K4.2 problem typology consists of three main categories: land data anomalies, 

overlapping certificates, and location not found. Potential solutions that can be 

implemented are improving physical and KKP data, eliminating rights based on a 

statement letter, publishing K4.2 at the village office, and carrying out internal 

blocking. 

Keywords: Data quality, K4.2, integrated PTSL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik oleh Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyongsong 

Indonesia Emas 2045 salah satunya adalah dengan pendaftaran tanah. 

Keberhasilan pendaftaran tanah ditunjukkan dengan telah terdaftarnya 107,1 

juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah melalui program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Tjahjanto, 2023). Pendaftaran 

tanah melalui PTSL akan dirampungkan pada tahun 2025, sehingga diharapkan 

seluruh bidang tanah telah terdaftar (Mujiburohman, 2018) dan terbentuk 

stelsel positif (Jaya, 2022). 

Target PTSL pun mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 

2017, sedangkan target untuk tahun 2023 adalah 10-13 juta sertipikat (Widodo, 

2022). Dalam pelaksanaannya selalu terdapat skema baru sesuai dengan 

petunjuk teknis (juknis) di tiap tahunnya. Perubahan dan penyempurnaan 

juknis PTSL ini disesuaikan dengan kondisi realitas di lapangan (Supadno & 

Junarto, 2022). Pada tahun keempat, PTSL lebih menekankan peningkatan 

kualitas yang berbasis bidang untuk membentuk desa/kelurahan lengkap 

(Syahputra, 2021).  

Pelaksanaan PTSL Tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu 

konsep pelaksanaan yang terintegrasi, dimana pengukuran dan pemetaan 

dilakukan terlebih dahulu dibandingkan dengan target pensertipikatan bidang 

tanah (Jaya, 2023). Konsep integrasi tersebut dimaksudkan agar terbentuk 

desa/kelurahan lengkap baik bidang tanah yang sudah terdaftar (sertipikat) 

maupun yang belum terdaftar dengan tetap mempertahankan kualitas data 

setiap bidang tanah. Terbentuknya desa/kelurahan lengkap merupakan langkah 

awal pembangunan kecamatan-kecamatan lengkap untuk menuju 

kabupaten/kota lengkap (Juknis PTSL, 2020). 
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Adanya pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara menyeluruh 

diharapkan terbangun single land administration system yang terintegrasi 

secara akurat baik data spasial maupun tekstualnya (Ajie & Suhattanto, 2019). 

Output PTSL Tahun 2023 juga diwajibkan untuk mewujudkan Data Siap 

Elektronik (DSE) dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik 

(Juknis PTSL, 2023). Terintegrasinya seluruh data spasial dan tekstual bidang 

tanah serta adanya digitalisasi data elektronik dapat mendorong percepatan 

pelayanan pertanahan (Harahap dkk., 2023). 

Penyeselesaian kegiatan PTSL untuk bidang tanah yang belum terdaftar 

terdiri dari Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), dan Kluster 3 (K3) yang terbagi 

menjadi sub-kluster K3.1 sampai dengan K3.4. K1 mencakup bidang tanah 

yang data fisik dan yuridisnya sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk 

penerbitan sertipikat. K2 mencakup bidang tanah yang data fisik dan 

yuridisnya juga sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk penerbitan 

sertipikat, namun terdapat perkara atau sengketa yang perlu diselesaikan 

terlebih dahulu. 

K3.1 mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya 

karena subjek dan/atau objeknya belum memenuhi persyaratan. K3.2 

mencakup bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikatnya karena 

objek bidang tanahnya dilarang, seperti tanah ulayat, objek nasionalisasi, atau 

objek tanah Kotapraja. K3.3 mencakup bidang tanah yang belum dapat 

diterbitkan sertipikatnya karena tidak tersedia anggaran untuk Sertipikat Hak 

Atas Tanah (SHAT). K3.4 mencakup bidang tanah yang belum dapat 

diterbitkan sertipikatnya karena anggaran hanya mencakup kegiatan 

pengumpulan data fisik (puldasik) dan pengumpulan data yuridis (puldatan) 

atau subjek tidak bersedia untuk disertipikatkan (Juknis PTSL, 2023). 

Selain penyelesaian bidang tanah yang belum terdaftar juga terdapat 

penyelesaian PTSL berupa peningkatan kualitas data bidang tanah untuk 

bidang-bidang tanah bersertipikat. Kegiatan penyelesaian tersebut digolongkan 

dalam Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang telah terdaftar baik objek 

maupun subjeknya dan telah bersertipikat hak atas tanah namun belum 
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terpetakan serta buku tanah belum dimasukkan dalam sistem Komputerisasi 

Kantor Pertanahan (KKP) (Juknis PTSL, 2023). Bidang tanah K4 terdiri dari 

Kualitas 4, Kualitas 5, dan Kualitas 6 (KW4-KW6) yang objeknya belum 

terpetakan dalam peta pendaftaran. Penyelesaian K4 perlu dilakukan dalam 

rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan 

wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap (Pasal 25 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018).  

Pembenahan data spasial bidang tanah K4 dilakukan dengan PTSL 

terintegrasi melalui metode fotogrametris/pemetaan fotogrametri 

menggunakan Pesawat Udara Nir Awak/Unmanned Aerial Vehicle 

(PUNA/UAV) (Juknis PTSL, 2023). Hal ini juga dilakukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan peta dasar pendaftaran untuk menghasilkan peta foto. 

Pemetaan fotogrametri dengan PUNA/UAV dilakukan dengan delineasi batas 

bidang tanah dengan peta foto, sehingga diharapkan bidang tanah dapat 

terpetakan dengan no gap, no overlap, dan no anomali data (Adi, 2023). 

Sampai dengan saat ini cakupan wilayah yang telah tersedia peta dasar 

pendaftaran adalah seluas 35.757.628 hektar dari 64.324.754 hektar luas APL 

(55,59%) yang terdiri atas 25.481.500 hektar Citra Satelit Resolusi Tinggi 

(CSRT), 2.603.016 hektar foto udara, dan 6.673.112 hektar PUNA/UAV 

(Statistik Ditjen SPPR, 2024).  

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTSL, terdapat hambatan 

pada pelaksanaan pemetaan bidang tanah K4 (KW 4-KW 6). Menurut Petunjuk 

Teknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 terdapat kategori kluster baru, 

yaitu bidang tanah K4 yang tidak dapat terpetakan dalam peta pendaftaran 

sehingga dikategorikan ke dalam Kluster 4.2 (K4.2). K4.2 merupakan bidang 

tanah terdaftar tidak dapat terpetakan, berbeda dengan K4 yang dapat 

terpetakan dalam peta pendaftaran dan menjadi KW 1. Hal ini tentu berlawanan 

dengan prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam pendaftaran tanah yang 

harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan, dimana 

bidang tanah yang diukur: dapat dipetakan; dapat diketahui letak dan batasnya 
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di atas peta; dan dapat direkonstruksi batasnya di lapangan (Pasal 24 ayat (2) 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 Tahun 1997). 

 Seharusnya bidang tanah yang telah terdaftar dapat dipetakan dalam peta 

pendaftaran, tetapi kondisi saat ini telah melahirkan bidang tanah K4.2. Bidang 

tanah terdaftar yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran dapat 

menimbulkan potensi adanya sertipikat ganda (Kusmiarto, 2017), menghambat 

percepatan PTSL guna Indonesia lengkap, serta dapat mengurangi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Kementerian 

ATR/BPN. Bidang tanah terdaftar yang tidak terpetakan juga menimbulkan 

tumpang tindih terhadap bidang tanah yang telah landing dalam wilayah 

administrasi desa/kelurahan dalam upaya desa/kelurahan lengkap. 

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Blora merupakan salah satu dari 

beberapa kantah di Wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi 

Jawa Tengah dengan temuan output K4.2. Menurut Kusmiarto (2017) tidak 

terpetakannya bidang tanah disebabkan oleh keterbatasan kemampuan petugas 

ukur, alat ukur yang tidak mendukung, tidak adanya titik ikat pengukuran, serta 

terbatasnya ketersediaan peta dasar. Selain itu adanya pemekaran wilayah 

desa/kelurahan dan arsip dokumen fisik yang hilang juga dapat menyebabkan 

tidak terpetakannya bidang tanah (Rahmawati, 2022). Untuk itu perlu diketahui 

secara pasti penyebab dari bidang tanah K4.2 ini. 

Penelitian sebelumnya, Muhammad Ridwan (2018), mengkaji percepatan, 

penanganan, dan proses integrasi spasial produk K4. Penelitian yang dilakukan 

oleh Kuna Ajie dan Muhammad Arif Suhattanto (2019) bertujuan untuk 

mengetahui kondisi kualitas bidang tanah, identifikasi data pendukung, dan 

penyusunan metode dalam rangka peningkatan kualitas data K4. Iis Tadu 

(2020) meneliti terkait tata cara dan kendala serta solusi pelaksanaan 

peningkatan kualitas data K4. Penelitian oleh Novri Edwarivo (2022), Nur 

Istiqomah (2022), dan Nurul Qomariyah (2022) sama-sama berkaitan dengan 

karakteristik dan bagaimana peningkatan kualitas serta strategi pembenahan 

K4.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berbeda 

dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai 

permasalahan bidang tanah terdaftar yang tidak dapat terpetakan dalam peta 

pendaftaran menjadi beberapa kategori. Kemudian mengidentifikasi dan 

mengelompokkan K4.2 sesuai permasalahannya, serta memberikan 

rekomendasi potensi solusi terhadap adanya output K4.2 tersebut, sehingga 

peneliti mengambil judul penelitian “Problematika Bidang-Bidang Tanah K4.2 

Menurut Juknis PTSL Terintegrasi Tahun 2023 di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Setiap bidang tanah dalam Penetapan Lokasi (Penlok) PTSL terintegrasi 

2023 wajib dipetakan baik bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang 

tanah yang sudah terdaftar. Peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar 

belum terpetakan KW 4, 5, 6 sesuai hasil pengumpulan data fisik nantinya akan 

dihimpun dalam tabel sesuai dengan petunjuk teknis PTSL terintegrasi 2023. 

Namun terdapat bidang tanah terdaftar yang tidak dapat dipetakan dalam peta 

pendaftaran yang dikategorikan dalam K4.2. Selain menghambat percepatan 

pendaftaran guna terciptanya peta lengkap untuk One Map Policy, juga dapat 

menyebabkan potensi berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terkait 

pelayanan dan kinerja Kementerian ATR/BPN.  

Jumlah output bidang tanah K4.2 di seluruh wilayah Indonesia adalah 

sejumlah 5.544 bidang tanah K4.2 dimana Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah 

menduduki peringkat pertama dengan 1.961 bidang tanah K4.2. Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blora terdapat output K4.2 dengan peringkat kedua 

tertinggi di wilayah kerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah setelah Kantor 

Pertanahan Kabupaten Kendal. Pemilihan lokasi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora adalah sebelum penutupan dashboard PTSL, Kantah 

Kabupaten Blora berada pada peringkat pertama output K4.2 dengan 335 

bidang tanah K4.2. Selain itu kemudahan aksesibilitas data dan informasi yang 
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didapatkan penulis terhadap data awal dibandingkan dengan Kantah 

Kabupaten Kendal. 

Adanya permasalahan K4.2 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, 

mendorong peneliti untuk melakukan identifikasi bidang-bidang tanah tidak 

terpetakan. Bidang-bidang tanah K4.2 tersebut dikelompokkan sesuai 

permasalahannya sehingga dapat diketahui persentase jumlah bidang tanah 

K4.2 dengan tipologi permasalahannya serta dapat diketahui potensi solusi 

yang dapat dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana identifikasi output K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023 di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora? 

2. Bagaimana tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blora? 

3. Bagaimana potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

bidang-bidang tanah K4.2? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan identifikasi output K4.2 PTSL terintegrasi tahun 2023 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; 

b. Mengetahui tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Blora; dan 

c. Mengetahui potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

bidang-bidang tanah K4.2. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan penelitian bagi peneliti yaitu sebagai salah satu bentuk 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan bidang tanah 

K4.2 serta menambah wawasan tentang bagaimana kualitas produk 

sertipikat terdahulu;  

b. Kegunaan penelitian bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yaitu 

sebagai upaya untuk mengetahui tipologi permasalahan K4.2 dan 

memberikan rekomendasi penyelesaiannya; dan 



7 

 

c. Kegunaan penelitian bagi Kementerian ATR/BPN yaitu sebagai bahan 

rekomendasi kebijakan terkait sertipikat terdahulu dengan objek bidang 

tanah K4.2. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi bidang tanah K4.2 dimulai dengan peningkatan kualitas data 

KW 4, KW 5, dan KW 6. Untuk bidang tanah yang tidak dapat dipetakan 

dikategorikan dan dibuatkan daftar nominatif K4.2 serta berita acara 

pengajuan desa lengkap secara spasial. Kondisi bidang tanah K4.2 PTSL 

terintegrasi tahun 2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, tidak serta 

merta murni K4.2 karena setelah dilakukan analisis di Desa Jejeruk dan 

Desa Ngloram terdapat beberapa bidang tanah yang dapat ditingkatkan 

kualitas datanya. Walaupun dashboard PTSL terintegrasi tahun 2023 telah 

ditutup, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tetap melakukan upaya 

peningkatan kualitas data terhadap penetapan K4.2.   

2. Tipologi permasalahan bidang-bidang tanah K4.2 di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Blora terdapat tiga kategori utama yaitu anomali data 

pertanahan, tumpang tindih sertipikat di atas hak lama, dan lokasi tidak 

ditemukan.  

3. Potensi solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan bidang-bidang 

tanah K4.2 yaitu 

a. Untuk anomali data pertanahan dengan perbaikan data fisik dan data 

KKP, serta penghapusan buku tanah yang tidak berlaku lagi dalam 

aplikasi KKP. 

b. Untuk tumpang tindih sertipikat di atas hak lama dilakukan penghapusan 

hak untuk pemilik baru dan pemilik lama adalah subjek dan objek yang 

sama maupun penghapusan hak dengan dasar surat pernyataan pelepasan 

hak atas tanah oleh pemilik atau ahli waris dan pembeli.  
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c. Untuk lokasi tidak ditemukan dilakukan dengan upaya publikasi K4.2 di 

kantor desa serta diperlukan aturan tindak lanjut tentang penyelesaian 

K4.2.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi dan peningkatan kualitas data merupakan kegiatan awal yang 

menentukan output K4.2, sehingga diperlukan ketelitian dan usaha lebih 

dalam menganalisis peningkatan kualitas bidang tanah. Perlunya 

peningkatan sumber daya manusia pelaksana agar tidak ditemukan faktor 

human error dalam penentuan output K4.2.  

2. Terhadap temuan output K4.2 perlu dilakukan publikasi dan pengumuman 

di kantor desa serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menggali informasi 

tambahan terhadap bidang tanah tersebut. 

3. Melakukan blokir internal terhadap temuan output K4.2. 
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